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BAB I  

UMUM 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum 

dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu  melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial, diperlukan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang profesional, 

bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan 

nepotisme, mampu  menyelenggarakan  pelayanan publik bagi masyarakat 

dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan 

bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para 

pendiri bangsa (founding fathers) mengutamakan kepentingan bersama di 

atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional, 

kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga 

menghasilkan 4 (empat) konsensus dasar serta  Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu, 

identitas, kehormatan dan kebanggaan bersama. Kemampuan memahami 

konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu 

strategis kontemporer sebagai wawasan strategis diharapkan menjadi modal 

penting bagi ASN untuk menjadi profesional dalam menghadapi isu-isu 

tersebut seperti; korupsi, narkoba, radikalisme, pemanasan global dan 

proxy war. Dalam menghadapi dinamika perubahan dunia dengan berbagai 

isu-isu strategis tersebut seorang ASN dituntut untuk siap siaga bela 

negara sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, 

mengisyaratkan penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi 

transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World 

Class Government). Core Values ASN yang diluncurkan yaitu ASN 

BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. 



BAB II 

ISI 

 

A.​ WAWASAN KEBANGSAAN 

1.​ Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia 

​ ​ ​ Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional 

dilatarbelakangi terbentuknya organisasi Boedi Oetomo di Jakarta tanggal 20 

Mei 1908. Para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia (STOVIA) 

menggagas sebuah  rapat kecil yang diinisiasi oleh Soetomo. Di depan 

rekan-rekannya para calon dokter lainnya, Soetomo menyampaikan gagasan 

Wahidin Soedirohoesodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang 

memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda.  

​ ​ ​ Tjipto Mangoenkoesoemo, kakak dari Goenawan Mangoenkoesoemo 

menyampaikan gagasannya agar Boedi Oetomo menjadi partai politik, 

namun gagasan tersebut ditolak sebagian besar peserta kongres. 

Menganggap penolakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awalnya 

pendirian Boedi Oetomo, Tjipto Mangoenkoesoemo kemudian memilih aktif di 

Indische Partij dan dr. Soetomo kemudian mendirikan Soerabaja Study 

Club. 

​ ​ ​ Pada 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan 

sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische 

Vereeniging (IV). Tujuan didirikan organisasi ini, menurut Noto Soeroto 

dalam tulisannya di Bendera Wolanda tahun 1909, adalah untuk 

“memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan di awal 

tahun 1925 Indonesische Vereeniging mengubah namanya, menggunakan 

terjemahan Melayu, menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). 

Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda 

dilatarbelakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 

Oktober 1928 di Indonesische Clubgenbouw Jl. Kramat 106 Jakarta. Kongres 

Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang 

dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Vrijmetselaarsloge (sekarang 

Gedung Kimia Farma) Jalan Budi Utomo Jakarta Pusat. Kongres tersebut 

diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda, 



antara lain : Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, 

Sekar Roekoen, Jong Bataks Bond, Jong Studeerenden, Boedi Oetomo, 

Indonesische Studie Club, dan Muhammadiyah. 

Muhammad Yamin, seorang pemuda berusia 23 tahun yang saat itu 

menjadi Ketua 

Jong Sumatranen Bond, menyampaikan sebuah resolusi setelah 

mendengarkan pidato dari beberapa peserta kongres berupa 3 (tiga) klausul 

yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu : 

1.​ Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu 

tanah Indonesia, 

2.​ Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, 

Bangsa Indonesia. 

3.​ Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa persatuan, 

Bahasa Melayu. 

 

​ ​ ​ Tanggal 17 Agustus ditetapkan hari Hari Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Mendengar Jepang menyerah, tanggal 14 

Agustus 1945 pukul 14.00, Sjahrir yang sudah menunggu Bung Hatta 

di rumahnya menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya Bung 

Karno sendiri yang menyatakan Kemerdekaan Indonesia atas nama 

rakyat Indonesia melalui perantaraan siaran radio. Pernyataan 

kemerdekaan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

akan dicap oleh Sekutu sebagai buatan Jepang. 

Tanggal 15 Agustus 1945 pagi hari, Bung Karno, Bung Hatta, 

dan Mr. Soebardjo menemui Laksamana Muda Maeda di kantornya 

untuk menanyakan tentang berita menyerahnya Jepang. Maeda 

membenarkan bahwa Sekutu menyiarkan tentang menyerahnya 

Jepang kepada Sekutu, namun Maeda sendiri belum mendapat 

pemberitahuan resmi dari Tokyo.  

Pagi tanggal 16 Agustus 1945, setelah makan sahur, Soekarni 

dan rekan-rekannya mendatangi rumah Bung Hatta, mengancam 



apabila Dwi Tunggal Soekarno-Hatta tidak memproklamasikan 

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 15.00 pemuda, 

rakyat dan mahasiswa akan melucuti Tentara Jepang, sementara Dwi 

Tunggal Soekarno-Hatta akan dibawa ke Rengasdengklok untuk 

melanjutkan pemerintahan. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta selanjutnya 

dibawa ke Rengasdengklok. Namun, sekitar pukul 18.00, Mr. 

Soebardjo datang untuk menjemput Dwi Tunggal Soekarno-Hatta 

kembali ke Jakarta.   

Mereka berempat selanjutnya menuju ke rumah Maeda. Di sana 

sudah banyak yang menunggu baik anggota PPKI maupun para 

pemuda. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta kemudian mengadakan rapat 

kecil bersama-sama dengan Mr. Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Melik. 

Tidak seorangpun diantara mereka yang saat itu membawa Teks 

Proklamasi yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 atau yang dikenal 

dengan Piagam Jakarta. Bung Karno berkata : ”Aku persilakan Bung 

Hatta untuk menyusun teks ringkas itu sebab bahasanya kuanggap 

yang terbaik. Sesudah itu kita persoalkan Bersama-sama”. Bung Hatta 

justru menjawab : “Apabila aku mesti memikirkannya, lebih baik Bung 

menuliskan, aku mendiktekan”. Setelah Teks Proklamasi disepakati 

panitia kecil, Bung Karno mulai membuka sidang, Bung Karno 

berulang kali membacakan Teks Proklamasi dan semua yang hadir 

menyatakan persetujuan dengan bersemangat dan raut wajah yang 

berseri-seri. Bung Hatta kemudian menyampaikan agar semua hadirin 

yang hadir saat itu untuk menandatangani Teks Proklamasi, menurut 

Bung Hatta Teks Proklamasi adalah dokumen penting untuk anak 

cucu mereka suatu saat nanti sehingga semua harus ikut 

menandatangani. Tiba-tiba, Soekarni maju ke depan dan dengan 

lantang berkata : “Bukan kita semua yang hadir di sini harus 

menandatangani naskah itu. Cukuplah dua orang saja 

menandatangani atas nama Rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan 



Bung Hatta”. Sekitar pukul 03.00, gemuruh tepuk tangan mengisi 

ruangan rapat. Sebelum menutup rapat, Bung Karno mengingatkan 

bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 Teks Proklamasi 

akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya Jl. Pegangsaan 

Timur 56. Saat itu Bulan Ramadhan, dimana umat Islam sedang 

melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Pukul 10.00 Teks Proklamasi 

dibacakan, Sang Saka Merah Putih dikibarkan, dan Lagu Kebangsaan 

Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah 

menjadi negara merdeka dan berdaulat.  

Sore harinya seorang Opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) 

datang menemui Bung Hatta menyampaikan bahwa kalimat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ; “Ketuhanan 

dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya” merupakan kalimat yang diskriminatif terhadap 

kelompok non Muslim. Opsir tersebut bahkan mengingatkan Bung 

Hatta : “Bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh”. Bung Hatta 

berpendirian bahwa Mr. A.A. Maramis salah satu anggota Panitia 

Sembilan yang beragama Kristen tidak mempersoalkan hal tersebut 

dan ikut menandatangani naskah tersebut. Karena hanya mengikat 

pemeluk Agama Islam.  

Pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 sebelum Sidang PPKI dibuka, 

Bung Hatta memanggil 4 (empat) orang Tokoh Islam : Ki Bagoes 

Hadikoesoemo, K.H. Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo, dan Mr. 

Teuku Hasan untuk membahas hal tersebut. Mereka kemudian 

bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang dianggap 

diskriminatif tersebut.  

Dari uraian rangkaian sejarah kebangsaan di atas, terlihat 

bahwa kekuatan para Tokoh Pendiri Bangsa ini (founding fathers), 

yaitu saat menjelang kemerdekaan untuk menyusun suatu dasar 

negara. Pemeluk agama yang lebih besar (mayoritas Islam) 



menunjukan jiwa besarnya untuk tidak memaksakan kehendaknya. 

Bunyi Pembukaan (preambule) yang sekarang ini, bukan seperti yang 

dikenal sebagai “Piagam Jakarta”. Hal ini juga terjadi karena 

tokoh-tokoh agama Islam yang dengan kebesaran hati (legowo) 

menerimanya. Di samping itu, komitmen dari berbagai elemen bangsa 

ini dan para pemimpinnya dari masa ke masa, Orde Lama, Orde 

Baru,dan Reformasi yang konsisten berpegang teguh kepada 4 (empat) 

konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

 

2. Pengertian Wawasan Kebangsaan 

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia 

dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character) dan kesadaran 

terhadap sistem nasional (national system) yang bersumber dari 

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, 

guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan 

negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan 

sejahtera. 

 

3. Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara 

a.​ Pancasila 

​ ​ Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Ir. 

Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh 

Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan philosofische 

grondslag, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, 

merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan 

didirikan.  

​ ​ Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara 

dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau 



Leitstar, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, 

sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok 

bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. 

 

b.​ Undang-Undang Dasar 1945 

​ ​ Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 

sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada masa itu Ir Soekarno 

menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut 

Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada 

sidang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga 

tanggal 1 Juni 1945. Setelah dihasilkan sebuah rancangan UUD, 

berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan diperiksa ulang. Dalam sidang 

pembahasan, terlontar beberapa usulan penyempurnaan. Akhirnya, 

setelah melalui perdebatan, maka dicapai persetujuan untuk diadakan 

beberapa perubahan dan tambahan atas rancangan UUD yang 

diajukan BPUPKI. Perubahan pertama pada kalimat Mukadimah 

adalah rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta, “dengan 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” 

dihilangkan. 

 

c.​ Bhineka Tunggal Ika 

Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma 

Mangrwa oleh Mpu Tantular pada dasarnya adalah sebuah 

pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman 

kepercayaan dan keagamaan, sehubungan dengan usaha bina negara 

kerajaan Majapahit kala itu. Di kemudian hari, rumusan tersebut 

telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan 



pada masa kemerdekaan, dan bahkan telah berhasil menumbuhkan 

rasa dan semangat persatuan masyarakat indonesia. Itulah sebab 

mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika – Kakawin Sutasoma 

(Purusadasanta) diangkat menjadi semboyan yang diabadikan 

lambang NKRI Garuda Pancasila. 

 

d.​  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak 

dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 

1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia 

berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar 

(bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lahir pada tanggal 17 

Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu 

Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur 

konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya tanggal 

18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara yaitu 

berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat Presiden dan 

Wakil Presiden, 

 

B. ANALISIS ISU KONTEMPORER 

a. Isu Kontemporer 

Aparatur Sipil Negara dihadapkan pada pengaruh yang datang 

dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan 

berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka 

Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 

Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan 

memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer 



diantaranya; korupsi, narkoba, paham radikalisme/terorisme, money 

laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cyber 

crime, Hate Speech, dan Hoax, dan lain sebagainya. Isu Isu yang akan 

diuraikan berikut ini: 

a. Korupsi 

Perilaku korupsi pada konteks birokrasi dapat disimpulkan dan 

digeneralisasi, bahwa tingginya kasus korupsi dapat dilihat 

berdasarkan beberapa persoalan, yaitu: (1) keteladanan pemimpin dan 

elite bangsa, (2) kesejahteraan Pegawai, (3) komitmen dan konsistensi 

penegakan hukum, (4) integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme 

pengawasan yang internal dan independen, (6) kondisi lingkungan 

kerja, kewenangan tugas jabatan, dan (7) upaya-upaya pelemahan 

lembaga antikorupsi. 

Berikut ini adalah jenis tindak pidana korupsi dan setiap bentuk 

tindakan korupsi diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam 

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bentuk 

tindakan: 1) Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang 

merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2) 2) 

Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan / kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan/ perekonomian Negara ( Pasal 3 ) 3) Penyuapan (Pasal 5, 

Pasal 6, dan Pasal 11) 4) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, 

dan Pasal 10) 5) Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12) 6) Berkaitan 

dengan pemborongan (Pasal 7 ) 7) Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 

12C). 

b. Narkoba 

Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan induk atau 

kejahatan permulaan dan tidak berdiri sendiri, artinya Kejahatan 



narkotika biasanya diikuti dengan kejahatan lainnya atau mempunyai 

kejahatan turunan. Kejahatan narkotika bisa terkait dengan kejahatan 

Terorisme, Kejahatan Pencucian Uang, Kejahatan Korupsi atau 

Gratifikasi, Kejahatan Perbankan, Permasalahan Imigran Gelap atau 

Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) atau bahkan 

terkait dengan Pemberontak atau gerakan memisahkan dari suatu 

negara berdaulat (Gerakan Separatisme) serta sebagai alat untuk 

melemahkan bahkan memusnahkan suatu negara yang dikenal 

dengan Perang Candu.  

Ancaman dari pada tindak pidana penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia sudah pada tingkat 

yang memprihatinkan, dan apabila digambarkan tingkat ancamannya 

sudah tidak pada tingkat ancaman Minor, Moderat ataupun Serius, 

tetapi sudah pada tingkat ancaman yang tertinggi, yaitu tingkat 

ancaman Kritis. Hal tersebut terlihat dari luas persebaran tindak 

pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi 

hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 

jumlah (kuantitas) barang bukti narkotika yang disita dan berbagai 

jenis narkotika, dapat mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

c. Terorisme dan Radikalisme 

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang 

digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non 

kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil dari 

pada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis 

pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror 

(under the terror), berasal dari bahasa latin ”terrere” yang berarti 

gemetaran dan ”detererre” yang berarti takut. 



Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk 

suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi 

atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik. Istilah 

terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering 

digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya 

hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari 

sudut pandang yang diserang. Sedangkan teroris merupakan individu 

yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. 

Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas 

sampai pada non konformis politik. Aksi terorisme dapat dilakukan 

oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari 

pernyataan perang secara terbuka. Negara yang mendukung kekerasan 

terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan 

mereka, misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan atau 

patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara, 

bagaimanapun lebih diterima daripada yang dilakukan oleh ”teroris” 

yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat 

dibenarkan melakukan kekerasan.  

Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan 

kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai 

teroris. Meski kemudian muncul istilah State Terrorism, namun 

mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara 

dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan 

secara acak, tidak mengenal kompromi , korban bisa saja militer atau 

sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, 

siapapun dapat diserang. Terorisme bukan bagian dari tindakan 

perang, sehingga sepatutnya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal. 

Pada umumnya orang sipil merupakan sasaran utama terorisme, 

dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat 

dikategorikan sebagai tindakan terorisme. 



Penyebaran radikalisme juga telah menginfiltrasi berbagai 

institusi sosial seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan, lembaga 

keagamaan, pendidikan tinggi, serta media massa. Dari berbagai 

institusi sosial tersebut, media massa berandil besar karena hadir di 

setiap waktu dan tempat serta tidak memandang kelas sosial dan usia. 

Kelompok teroris memakai media massa sebagai wahana 

propaganda, rekrutmen, radikalisasi, pencarian dana, pelatihan, dan 

perencanaan. Oleh karena itu, perlu ada semacam wacana tandingan 

untuk membendung ide-ide terorisme yang memanfaatkan 

keterbukaan informasi. Di sisi lain, pada level berbeda, media massa 

sering tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu yang justru 

menjadi biang lahirnya tindak terorisme itu sendiri. Perkembangan 

paham radikalisme terbilang pesat, baik dalam bentuk kegiatan 

maupun kreativitas penjaringan yang dilakukan. Hal ini tentunya 

menjadi sebuah tantangan besar bagi setiap negara, khususnya 

Indonesia dan harus direspon secara proporsional dan profesional 

mengingat dampak yang ditimbulkannya terbilang besar. Terjadinya 

berbagai kasus teror yang diikuti dengan kasus-kasus terorisme 

lainnya, telah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah 

penanganan strategis dan merumuskan kebijakan penanggulangan 

yang sistemik dan tepat sasaran. 

 

C. Bela Negara 

1.​ Sejarah Bela Negara 

​ Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus bukanlah akhir 

revolusi, hal ini terbukti revolusi Indonesia mendapat ujian berat dari 

Belanda  yang ingin mempertahankan status quo. Untuk itu Belanda 

dan Sekutu melancarkan Agresi Militer I dan Agresi Militer II. 

 

 



2.​ Pengertian Bela Negara 

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan 

warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam 

menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan 

bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 

menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari 

berbagai Ancaman. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 

Ayat (3), nilai dasar Bela Negara meliputi : 

a. cinta tanah air; 

b. sadar berbangsa dan bernegara; 

c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; 

d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan 

e. kemampuan awal Bela Negara. 

 

D. BERORIENTASI PELAYANAN 

Definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU 

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik khususnya 

dalam konteks ASN, yaitu 1) penyelenggara pelayanan publik yaitu 

ASN/Birokrasi, 2) penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders, 

atau sektor privat, dan 3) kepuasan yang diberikan dan/atau diterima 

oleh penerima layanan. 



Pelayanan publik yang prima sudah tidak bisa ditawar lagi 

ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik, 

karena dapat menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. 

Dalam Pasal 10 UU ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana 

kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan 

pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN 

bertugas untuk: 

●​ melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan;  

●​ memberikan pelayanan publik yang profesional dan 

berkualitas; dan 

●​ mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu 

strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas 

dunia (World Class Government), Pemerintah telah meluncurkan Core 

Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding 

(Bangga Melayani Bangsa). Core Values ASN BerAKHLAK merupakan 

akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, 

Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Core Values tersebut 

seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh 

ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena tugas pelayanan publik yang 

sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, sangatlah penting untuk 

memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai Berorientasi Pelayanan 

dalam pelaksanaan tugasnya, yang dimaknai bahwa setiap ASN harus 

berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan 

masyarakat. 



E. AKUNTABEL 

Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan 

responsibility atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua 

konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah 

kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah 

kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek - Aspek 

akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas 

adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, 

akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas 

memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. 

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), 

yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis (peran 

demokrasi); kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan 

kekuasaan (peran konstitusional); ketiga, untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas (peran belajar).  

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 

akuntabilitas vertical (vertical accountability), dan akuntabilitas 

horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas memiliki 5 

tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas 

individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan 

akuntabilitas stakeholder. 

                                                                 

D. KOMPETEN 

Konsepsi kompetensi adalah meliputi tiga aspek penting 

berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 

Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi: 1) Kompetensi Teknis 

adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat 



diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan 

bidang teknis jabatan; 2) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, 

dikembangkanuntuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi; 

dan 3) Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan 

terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk 

dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, 

etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh 

setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai 

dengan peran, fungsi dan Jabatan. 

Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal 

dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan 

sosial kultural. 

Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak 

pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Jam 

Pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 (dua puluh empat) Jam 

Pelajaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Dalam menentukan pendekatan pengembangan talenta ASN 

ditentukan dengan peta nine box pengembangan, dimana kebutuhan 

pengembangan pegawai, sesuai dengan hasil pemetaan pegawai dalam 

nine box tersebut. 

 

F. HARMONIS 

Negara diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi 

warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa 

agamanya. Semangat gotong royong juga dapat diperkuat dalam 

kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus menerus 

mengembangkan Pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme 



yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi 

dengan prinsip prinsip kehidupan public yang lebih partisipatif dan 

non diskriminatif. Ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar 

dari semangat gotong royong, yaitu kedalam dan keluar. • Kedalam, 

kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang 

mewarnai kebangsaan Indonesia, tidak boleh dipandang sebagai hal 

negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegasikan. 

Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan 

karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan 

pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. • Keluar, 

nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan 

kemanuiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, 

perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Penanganan masalah 

akibat keberagaman budaya membutuhkan pendekatan yang bijak 

karena masalah keberagaman berhubungan isu-isu sensitif, seperti 

suku, agama, ras, dan antargolongan (sara). Dalam menangani 

masalah yang ditimbulkan keberagaman budaya diperlukan langkah 

dan proses yang berkesinambungan.  

●​ Pertama, memperbaiki kebijakan pemerintah di bidang 

pemerataan hasil pembangunan di segala bidang. Hal ini 

disebabkan karena permasalahan yang ditimbulkan 

karena perbedaan budaya merupakan masalah politis.  

●​ Kedua, penanaman sikap toleransi dan saling 

menghormati adanya perbedaan budaya melalui 

pendidikan pluralitas dan multikultural di dalam jenjang 

pendidikan formal. Sejak dini, warga negara termasuk ASN 

menanamkan nilai nilai kebersamaan, saling 

menghormati, toleransi, dan solidaritas sosial sehingga 

mampu menghargai perbedaan secara tulus, komunikatif, 

dan terbuka tanpa adanya rasa saling curiga.  



Dengan demikian, model pendidikan pluralisme dan 

multikultural tidak sekadar menanamkan nilai-nilai keberagaman 

budaya, namun juga memperkuat nilai-nilai bersama yang dapat 

dijadikan dasar dan pandangan hidup bersama. Sebagai pelayan 

publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak 

diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam 

memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi 

atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan 

maksud memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan 

masyarakat yang lebih baik. Untuk itu integritas menjadi penting bagi 

setiap pegawai ASN.  

Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, 

tidak korupsi,transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dalam 

menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat ASN dituntut dapat 

mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur 

perekat bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Itulah sebabnya mengapa peran dan upaya selalu 

mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan 

bekerja ASN dan kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan. 

 

G. LOYAL 

Sikap loyal seorang PNS dapat tercermin dari komitmennya 

dalam melaksanakan sumpah/janji yang diucapkannya ketika 

diangkat menjadi PNS sebagaimana ketentuan perundang- undangan 

yang berlaku. 

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang. 



Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hanya PNS-PNS yang memiliki loyalitas 

yang tinggilah yang dapat menegakkan ketentuan-ketentuan 

kedisiplinan ini dengan baik. 

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN memiliki 3 (tiga) fungsi 

yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta 

perekat dan pemersatu bangsa. Kemampuan ASN dalam 

melaksanakan ketiga fungsi tersebut merupakan perwujudan dari 

implementasi nilai-nilai loyal dalam konteks individu maupun sebagai 

bagian dari Organisasi Pemerintah. 

Kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai- 

nilai Pancasila menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam 

mewujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang 

merupakan bagian/komponen dari organisasi pemerintah maupun 

sebagai bagian dari anggota masyarakat. 

 

H. ADAPTIF  

Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. 

Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi 

selayaknya makhluk hidup, untuk mempertahankan 

keberlangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga 

memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang 

ditumbuhkembangkan dalam diri individu maupun organisasi. 

 Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam 

organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Pada level 

organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan 

keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa 

hal, seperti di antaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, 

perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan dan lainnya. Dan 



budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk 

membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang 

menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. tingkat 

kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan dan 

lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan 

kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai 

individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi 

dalam mencapai tujuan – baik individu maupun organisasi – dalam 

situasi apapun. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan 

individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA 

(Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Hadapi Volatility 

dengan Vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi 

complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. 

Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan 

untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan 

stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi 

merupakan faktor yang sangat penting di dalam organisasi sehingga 

efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya 

yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila 

budaya organisasi telah disepakati sebagai sebuah strategi 

perusahaan maka budaya organisasi dapat dijadikan alat untuk 

meningkatkan kinerja. Dengan adanya pemberdayaan budaya 

organisasi selain akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

 

I. KOLABORATIF  

“Collaborative governance“ adalah sebuah proses yang 

melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan 

antar aktor governance.  



Collaborative governance dalam artian sempit merupakan 

kelompok aktor dan fungsi. Collaborative governance mencakup 

kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Kolaborasi 

juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, 

implementasi sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi 

lainnya atau interaksi stakeholders bahwa organisasi lain dan 

individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, collaborative 

governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan 

dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan “berbagi 

kekuatan”. membangun enam kriteria penting untuk kolaborasi yaitu:  

1.​ Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau 

lembaga;  

2.​ Peserta dalam forum termasuk aktor non state;  

3.​ Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan 

dan bukan hanya '‘dikonsultasikan’ oleh agensi publik; 

4.​ Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif; 

5.​ Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan 

konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam 

praktik), dan 

6.​ Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau 

manajemen.  

Pada collaborative governance pemilihan kepemimpinan harus 

tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara 

yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambal 

mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain 

itu, Kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai 

pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam 

menghasilkan nilai tambah, serta menggerakan pemanfaatan berbagai 

sumber daya untuk tujuan bersama. 

 



J. SMART ASN 

Literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan 

menggunakan internet dan media digital. Namun begitu, acap kali 

ada pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi adalah 

kecakapan yang paling utama. Padahal literasi digital adalah sebuah 

konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan pada 

kecakapan untuk menguasai teknologi. Lebih dari itu, literasi digital 

juga banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital 

dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara 

produktif. 

Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang 

bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga 

mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. 

Keempat pilar yang menopang literasi digital yaitu etika, 

budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Etika 

bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, 

mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan mem- 

pertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital 

(netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.  

Budaya bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam 

membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun 

wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika 

dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan bermedia digital meliputi 

kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, 

menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran keamanan 

digital dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kecakapan 

bermedia digital meliputi Kemampuan individu dalam mengetahui, 

memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK 

serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 

 



1.​ Dalam Cakap di Dunia Digital perlu adanya penguatan 

pada: 

●​ Pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras 

digital (HP, PC) 

●​ Pengetahuan dasar tentang mesin telusur (search 

engine) dalam mencari informasi dan data, 

memasukkan kata kunci dan memilah berita benar. 

●​ Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat 

dan media sosial untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi, mengunduh dan mengganti Settings 

●​ Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet 

digital dan e-commerce untuk memantau keuangan 

dan bertransaksi secara digital. 

 

2.​ Dalam Etika di Dunia Digital perlu adanya penguatan 

pada: 

●​ Pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang 

berlaku, tatakrama, dan etika berinternet (netiquette) 

●​ Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja 

yang mengandung hoax dan tidak sejalan, seperti: 

pornografi, perundungan, dll.  

●​ Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi dan 

kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah 

etika digital dan peraturan yang berlaku  

●​ Pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik 

dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 

3.​ Dalam Budaya di Dunia Digital perlu adanya penguatan 

pada: 



●​ Pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhineka Tunggal 

Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa 

dan berbahasa Indonesia 

●​ Pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja 

yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, 

seperti perpecahan, radikalisme, dll.  

●​ Pengetahuan dasar menggunakan Bahasa Indonesia baik 

dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai 

Pancasila, Bhineka Tunggal Ika  

●​ Pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi 

sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri dan 

kegiatan produktif lainnya. 

 

4.​ Dalam Aman Bermedia Digital perlu adanya penguatan 

pada: 

●​ Pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras (kata 

sandi, fingerprint)  

●​ Pengetahuan dasar memproteksi identitas digital (kata 

sandi) 

●​ Pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data 

yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, 

memahami spam, phishing. 

●​ Pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan 

platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital 

dalam memuat konten sosmed.  

●​ Pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan (scam) 

dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti 

PIN dan kode otentikasi 

 

 



K. MANAJEMEN ASN 

Manajemen ASN terdiri dari Manajemen PNS dan Manajemen 

PPPK. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan 

kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, 

pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan 

tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun 

dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan 

kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; 

pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; 

pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan. 

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada 

kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga 

nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan 

kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat 

kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, 

rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang 

dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat 

Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan 

Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi 

memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Penggantian pejabat 

pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat 

dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Jabatan Pimpinan 

Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Dalam 

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian 

memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN. KASN 

melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi baik 

berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina 



Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri h. Pegawai ASN dapat 

menjadi pejabat Negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi 

Pejabat Negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak 

kehilangan status sebagai PNS. 

Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai 

ASN Republik Indonesia. Korps profesi Pegawai ASN Republik 

Indonesia memiliki tujuan: menjaga kode etik profesi dan standar 

pelayanan profesi ASN; dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai 

pemersatu bangsa. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi 

pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem 

Informasi ASN. Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional 

dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah. Sengketa Pegawai ASN 

diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri 

dari keberatan dan banding administratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


